
Menimbang 

Mengingat 

PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO 
NOMOR 9 TAHUN 2011 

TENTANG 

RETRIBUSI JASA USAHA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA MOJOKERTO, 

a. bahwa dengan bertakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 
2009 tentang Pajak Daerah den Retribusi Daerah maka 
Peraturan Daerah lenlang Relribusi Jasa Usaha perlu diganti; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a dlatas, pertu membenluk Peraluran Daerah 
lenlang Retrtbusl Jasa Usaha : 

1. Pasal 18 ayal (6) Undang-undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 lentang Pembenlukan 
Daerah Kola Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur I 
Jawa Tengah I Jawa Baral sebagaimana lelah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 lenlang Perubahan 
Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 lenlang 
Pembenlukan Kola-Kola Besar dan Kola-Kola Kecil di Jawa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551); 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 lenlang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang- 
Undang Nomor 12 Tahun 2008 lenlang Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang Nomor 32 Jahun 2004 lentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2005 
Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4844) : 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerinlah Pusal dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4438); 



5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara 
Republlk Indonesia Nomor 4444); · 

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Republlk Indonesia Nomor 4437); 

7. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan 
Hewan (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan 
Lembaran Nega(S Republ\k Indonesia Nomor 5015); 

8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu untas dan Angkutan Jalan 
(Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan 
Lembaran Negara Republ\k Indonesia Nomor 5025); 

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pe\ayanan Publik (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 
Republ\k Indonesia Nomo.r 5038); · 

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 
Tambahan Lembaran Negara Republlk lndonesla,Nomor 5049); 

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
perundang-undangan (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2011 Nomor 
82, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 5234); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas 
Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 3529); 

13. Peraturan Pernerintah Nornor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi 
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor.3530); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

15. Peraturan Pemerintah Nornor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan 
Pengawasan Penyelenggaraan Pernerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nornor 165, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Nornor 4593); 

16. Peraturan Pernerintah Nornor 6 Tahun 2006 tentang pengelolaan Baranq Milik 
Negara I Daerah (Lernbaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, 
Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 4609) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan . Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Alas Peraturan Pernerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang pengelolaan 
Barang Milik Negara I Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nornor 78, Tarnbahan Lernbaran Negara. Republik Indonesia Nomor 4855) ; 

17. Peraturan Pernerintah Nornor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nemer 86, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nornor 4655) ; 
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18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nemer 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah; 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis 
Pengelolaan Barang M111k Daerah ; 

20. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir 
untuk Umum; 

21. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 4 Tahun 2005 Penyidik Pegawai Negeri 
Slpll di Lingkungan Pemerlntah Kola MoJokerto ; 

22. Peraturan Daerah Kola Mojokerto Nemer 4 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas- 
Dinas Kota MoJokerto aebagalmana telah dlubah dengan Peraturan Daerah Kota 
Mojokerto Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Alas Peraturan Daerah Kola 
MoJokerto Nomor 4 Tahun 2008 lenlang Organisasl Dinas-Dinas Kola Mojokerto ; 

23. Peraturan Daerah Kola Mojokerto Nomor 5 Tahun 2008 Organisasi Lembaga 
Teknis Kola Mojokerto. 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MOJOKERTO 

dan 

WALIKOTA MOJOKERTO 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TENTANG 
RETRIBUSI JASA USAHA. 

SABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kota Mojokerto. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerinlah Kola Mojokerto 
3. Walikota adalah Walikota Mojokerto. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat 
DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kola Mojokerto 

5. Dinas adalah satuan kerja perangkat daerah yang tugas 
pokoknya membidangi retribusi daerah. 

6. Pejabat adalah pegawai yang diberi lugas tertentu dibidang 
perpajakan dan/alau retribusi daerah sesuai peraturan 
perundang-undangan yang bertaku. 

7. Kas daerah adalah bank pemerintah yang di tunduk oleh 
pemerintah kabupaten untuk memegang kas daerah. 

Menetapkan 



8. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan. Daerah 
sebagai pembayaran alas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus 
disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang 
pribadi atau Sadan. 

9. Sadan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik 
yang melakukan usaha maupun yang tldak melakukan usaha yang meliputi 
perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik 
negara (SUMN), atau badan usaha mllik daerah (SUMO) dengan nama dan dalam 
bentuk apa pun, flrma, kongsl, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, 
yayasan, organlsa�I massa, organlsasi soslal politik, atau organisasi lainnya, 
lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk 
usaha tetap. 

10. Kekayaan daerah adalah aset-aset yang berupa barang bergerak dan atau tidak 
bergerak dimiliki pemerintah daerah Kola Mojokerto. 

11. Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan 
nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan 
manusla yang menjadl sasaran atau tujaun kunjungan wisata. 

12. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai 
fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah 
dan Pemerlntah Daerah. 

13. Usaha parlwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan I atau jasa bagi 
pemenuhan kebutuhan wlaatawan dan penyelenggaan parlwisata. 

14. Retribusl Jasa Usaha adalah retrlbusl alas jasa yang disedlakan oleh pemerintah 
Daerah dengan menganut prlnslp komerslal karena pada dasarnya dapat pula 
disediakan oleh sektor swasta · 

15. Retribusl Pemakaian Kekayaan Daerah, yang selanjutnya dapat disebut Retribusi 
adalah pembayaran atas pelayanan pemakalan kekayaan daerah antara lain 
pemakalan tanah lapang, pemakalan gedung dan atau bangunan, pemakaian 
kendaraan/alat-alat berat milik daerah, dan pemakaian ambulance. 

16. Jalan adalah seluruh bagian Jalan termasuk bangunan pelengkap dan 
perlengkapannya yang dlperuntukkan bag! lalu llntas umum yang berada pada 
permukaan tanah, dlbawah permukaan tanah dan I atau air,, serta diatas 
permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel. 

17. Kendaraan adalah suatu sarans angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan 
bermotor dan kendaraan tidak bermotor atau hewan. 

18. Kendaraan Tidak Sermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga 
manusla. 

19. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan 
mekanik berupa mesin selain kendaraan diatas rel. 

20. Mobil bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat 
duduk lebih dari 8 (delapan) orang termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya 
lebih dari 3500 (tiga ribu lima ratus) kilogram. 

21. Mobil penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki 
tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang termasuk untuk pengemudi atau yang 
beratnya lebih dari 3500 (tiga ribu lima ratus) kilogram. 



22. Sepeda motor adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah- 
rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda 
tiga tanpa rumah. '· 

23. Kereta gandeng adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang 
yang seluruh bebannya dltumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik 
oleh kendaraan bermotor. 

24. Mobil barang adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang. 

25. Jumlah berat yang diperbolehkan adalah berat maksimum kendaraan bermotor 
berikut muatannya yang dlperbolehkan menurut rancangannya. 

' 
26. Kendaraan bermotor umum adalah setlap kendaraan yang digunakan untuk 

angkutan barang dan I atau orang dengan dlpungut blaya. 

27. Parkir adalah keadaan kendaraan berhentl atau tidak bergerak untuk beberapa 
saat dan dltlnggalkan pengemudinya. 

28. Terminal adalah tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum. 

29. Retribusi Terminal, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pembayaran 
sebagal imbalan etas pelayanan penyedlaan tempat parklr untuk kendaraan 
penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di 
lingkungan terminal, yang disedlakan, dimillkl, dan/atau dikelola oleh Pemerintah 
Daerah, tldak termasuk yang dlkelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD: dan pihak 
swasta. 

30. Los adalah bangunan tetap didalam lingkungan terminal atau tempat rekreasi 
berbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi di�ding/pembatas. 

,' 

31. Klos adalah bangunan di pasar yang beratap, dlplsahkan satu dengan lalnnya 
dengan dlndlng pemlsah mulal dari lantal sampai lantai langit yang dipergunakan 
untuk usaha berjualan. 

32. Tempat khusus Parkir adalah tempat yang disediakan oleh Pemerlntah Daerah, 
untuk pelayanan parkir khusus. 

33. Retribusi Tempat Khusus Parklr yang selanjutnya disebut Retribusi adalah 
pembayaran atas pelayanan tempat khusus parklr yang disediakan, dimillki, 
dan/atau dikelbla oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh 
Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta. 

34. Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disebut dengan RPH adalah suatu 
bangunan atau kompleks bangunan dengan deaain den syarat tertentu yang 
dlgunakan sebagalm tempat memotong hewan bagl konsumsi masyarakat umum. 

35. Pemerlksaan kesehatan hewan sebelum dipotong (antemortem) adalah 
pemeriksaan kesehatan hewan potong sebelum dipotong yang dilakukan oleh 
petugas pemeriksa berwenang. 

36. Pemerlksaan kesehatan hewan setelah dipotong (post mortem) adalah 
pemeriksaan kesehatan jeroan dan karkas setelah dipotong yang dilakukan oleh 
petugas pemeriksa yang berwenang 



37. Daerah bersih adalah daerah dengan tingkat pencemaran biologis yang rendah. 

38. Daerah kotor adalah daerah dengan tingkat pencemaran biologis yang tinggi. 

39. Retribusl Tempat Rekreasi dan Olah Raga yang selanjutnya disebut Retribusi 
adalah pembayaran ataa pelayanan tempat rekreasl, parlwlsata, den olah raga 
yang dlsedlakan, dimlllkl, dan/atau dlkelola oleh Pemerlntah Daerah, tidak 
termasuk yang dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD . dan pihak swasta. 

40. Wajlb Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut. peraturan 
parundang-undangan retrlbual dlwajlbkan untuk melakukan pembayaran retrlbusi, 
termasuk pemungut atau pemotong retribusl jasa usaha. 

41. Masa Retribusi adalah suatu Jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu 
bagl Wajib Retribusi untuk memanfaatkan Jase tertentu darl Pemerintah daerah 
yang bersangkutan. 

42. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah 
surat ketetapan retribusi yang menentukan besamya jumlah jumlah pokok retribusi 
yang terutang. 

43. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya 
dapat dislngkat SKRDKBT, adalah surat ketetapan retribusl yang menentukan 
tambahan alas Jumlah Retribusi yang telah dltetapkan. 

44. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat 
SKRDLB, adalah surat ketetapan retrlbusl yang rnenentukan jumlah kelebihan 
pembayaran retribusi karena jumlah kredit lebih besar daripada retribusi yang 
terutang atau seharusnya tidak terutang. 

45. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat 
untuk melakukan tagihan retribusl dan/atau sanksi administratif berupa bunga 
dan/atau denda. 

46. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, menghimpun dan 
mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan 
professional berdasar1<an suatu stander pemeriksaan untuk mengujl kepatuhan 
pemenuhan kewajiban retribual daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka 
melaksanakan perundang-undangan retribusi daerah. 

BAB II 

JENIS RETRIBUSI JASA USAHA 

Pasa12 

Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah: 
a. Retribusl Pemakaian Kekayaan Daerah; 

b. Retribusi Terminal; 

c. Retribusi Rumah Potong Hewan; 

d. Retribusl Tempat Rekreasi dan Olah Raga; dan 

e. Retribusi Tempat Khusus Par1<ir. 



BAB Ill 

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH 

Baglan Kesatu 

Nama, Objek dan Subjek Retrlbusl 

Pasal3 

Dengan nama Retribusl Pemakalan Kekayaan Daerah dipungut retribusi . sebagai 
pembayaran ataa kekayaan mlllk daerah. 

Pasal4 

(1) Objek Retribusl adalah pemakalan kekayaan daerah yang dlmlllkl oleh Pemarlntah 
Daarah; · 

(2) Obyek Retrlbusl sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. Tanah; 

b. Gedung; 

c. Kendaraan I alat-alat berat. 

(3) Dlkecuallkan darl pemakalan kekayaan daerah adalah penggunaan tanah yang 
tldak mengubah fungal darl t1nah ant1ra l1in pamano1ng1n tlang llatrlk I telepon 
di tepl Jalan umum. 

PasalS 

(1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan I memakai 
Kekayaan Daerah yang dimiliki oleh pemerintah daerah. 

(2) Wajib retribusi adalah orang pribadl atau badan sebagalmana dimaksud pada ayat 
(1) yang dlw1Jlbkan untuk mamb1y1r ratribual, termasuk pemungut dan pemotong 
retrlbusl untuk menyetor hasll pembayaran retrlbusl ke Kas Umum Daerah. 

Baglan Kedua 

Cara Mengukur Tlngkat Penggunaan Jasa 

Pasal6 

Tlngkat penggunaan Jass dlukur berdasarkan frekuensi, Jenis kekayaan daerah, luas 
dan Jangka waktu pemakaian kekayaan daerah. · 

Baglan Ketlga 

Struktur dan Besarnya Tarlf Retrlbusl 
' 

Pasal7 

(1) Tarlf Pemakalan Tanah Mlllk Pemerlntah Daerah ditetapkan seragam untuk setiap 
meter persegi terhadap luas tanah lapang maupun tanah produktif; 

(2) Tarlf Pemakalan Kendaraan I Alat-alat berat ditetapkan berdasarkan beban 
Kendaraan I Alat-alat berat milik Pemerintah Daerah ; 

(3) Struktur dan besamya tarif retribusl pemakalan kekayaan daerah dltetapkan 
sebagalmana tercantum dalam lamplran I Peraturan Daerah ini dan merupakan 
baglan yang tidak terplsahkan dari Peraturan Daerah lni ; 



(4) Pemakaian Gedung Mojopahit untuk keperluan konser/festival musik selain 
dikenakan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disertai pula uang 
jaminan sebagai penganti biaya perbaikan apabila terjadi kerusakan alas 
pemakaian Gedung Mojopahlt. 

Bagian Keempat 

Masa dan Saat Retrlbusl terutang 

PasalB 

Masa Retrlbusl adalah batas waktu bagl Wajlb Retrlbusl atau Subjek Retrlbusl untuk 
menlkmetl p•m•k•l•n kekayilan daer11h yang lamanya 1ama dangan Jangka waktu 
pelaksanaan penyedlaan pemakaian kekayaan daerah. 

Pasa19 
(1) Retribusi terutang terjadi dalam masa retribusi sejak pelayanan diberikan atau 

sejak diterbltkan SK�D atau dokumen lain yang dlperaamakan. 

(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 
karcis. 

BABIV 

RETRIBUSI TERMINAL 

Baglan Kesatu 

Nama, Objak dan,SubJek Retrlbusl 

Pasal10 

Dengan nama Retribusl Terminal dipungut retribusi alas pelayanan penyediaan 
fasilitas terminal yang disediakan oleh Pemerlntah Daerah. 

Pasal 11 

(1) Objek Retribusl Terminal adalah pelayanan penyedlaan tempat parl<ir untuk 
kendaraan penumpang dan bis umum, tempat keglatan usaha, dan fasilitas lalnnya 
di lingkungan terminal, yang dlsediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah 
Daerah. 

(2) Dlkecuallkan darl obJek retribusi sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) adalah 
terminal yang dlaedlakan, dlmlllkl, dan I atau dlkelola oleh Pemerintah, Pemerlntah 
Provlnsl, BUMN, BUMD, dan pihak swasta. 

Pasal12 
SubJak Retrlbusl adalah orang prlbadl atau baden yang menggunakan/menlkmatl 
pelayanan fasilltas terminal yang disediakan/dlselenggarakan oleh Pemerintah 
Daerah. 

Baglan Kedua 

Cara Mengukur Tlngkat Penggunaan Jasa 

Pasal13 

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarl<an jenis dan jangka waktu penggunaan 
fasilitas terminal. 



Bagian Ketiga 

Struktur dan Besamya Tarif Retribusi 

Pasal 14 

Struktur dan besamya tarif Retribusi adalah sebagai berikut: 

(1) Pelayanan Tempat Parkir kendaraan Penumpang non umum: 

a. Mobil penumpang dan mobil barang dengan JBB kurang dari 3500 Kg (tiga 
ribu iima ratus kilogram) dikenakan tarif sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) 
untuk 2 Jam pertama, dan dltambahkan Rp. 200,00 (dua ratus rupiah) untuk 
setlap jam berikutnya; 

b. Sepeda motor dikenakan tarif sebesar Rp. 500,00 (iima ratus rupiah) untuk 2 
Jam pertama dan ditambahkan Rp. 100,00 (seratus rupiah) untuk setiap jam 
berikutnya ; 

c. Sepeda dikenakan tarif sebesar Rp 300,00. 

(2) Pelayanan Tempat Parkir Kendaraan Umum: 

a. Mobil bus umum antar kota dalam provinsl/antar provinsi dikenakan tarif 
1ebe1ar Rp. 1.200,00 (aarlbu dua ratua rupiah) ; 

b. Mobil Bus Umum dalam kola dikenakan tarif sebesar Rp 500,00 (lima ratus 
rupiah) ; 

c. Mobil Penumpang Umum dikenakan tarif sebesar Rp. 800,00 (delapan ratus 
rupiah) ; 

(3) Pelayanan Penyediaan tempat kegiatan usaha : 

a. kamar mandi dikenakan tarif sebesar Rp. 1000,00; 

b. kamar kecll / WC dikenakan tarif sebesar Rp. 500,00; 

c. tempat istirahat (dikenakan paling lama 6 jam dan setelahnya) Rp. 700,00. 

d. Kies dikenakan tarif sebesar Rp. 1.500,00 I hari 

e. Los dikenakan tarif sebesar Rp. 1.000,00 I hari 

(4) Pelayanan parkir kendaraan bermotor yang tidak bermalam di terminal : 

Bus mini dikenakan tarif sebesar Rp. 1.000,00 

Pasal15 

Besamya retribusl yang terutang dlh�ung berdasarkan perkalian antara tingkat 
penggunaan Jasa dengan tarif retribusi. 

Pasai16 

Masa retribusl terminal adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu 
penyelenggaraan pelayanan penyediaan fasilitas terminal. 

Pasal17 

Retribusi Terminal yang terutang terjadi pada saat pemakaian/penggunaan fasiiitas 
terminal atau sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. 



BABV 

RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN 

Baglan Kesatu 

Nama, Objek dan Subjek Retrlbusi 

Pasal18 

Dengan nama Retrlbusl Rumah Potong Hewan dipungut retrlbusl atas pelayanan 
penyedlaan fasllltas rumah pemotongan hewan yang dlsedlakan, dlmlllkl, dan/atau 
dlkelola oleh pemerlntah daerah. 

Pasal19 

(1) Objek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas 
rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemerlksaan kesehatan 
hewan sebelum dan sesudah dlpotong, yang disedlakan, dlmllikl, dan/atau dikelola 
oleh pemerlntah daerah. 

(2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 
pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan temak yang dlsediakan, 
dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta. 

Pasal20 

Subjek Retribusl adalah orang pribadl atau badan yang memperoleh pelayanan dan/ 
atau menlkmatl/memakal fasllltas Rumah pemotongan hewan ternak yang dlsediakan 
dimlllkl dan/atau dlkelola oleh Pemerintah Daerah. 

Bagian Kedua 

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa 

Pasal 21 

Cara mengukur tlngkat penggunaan Jase dldasarkan pada jenls hewan ternak dan 
Jumlah temak. 

Bagian Ketiga 

Struktur.dan Besamya Tarif Retrlbusl 

Pasal22 

(1) Struktur dan besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan ; 

(2) Struktur dan besamya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 
sebagai berikut : 

a. Sapi, sebesar Rp. 28.000,00 

b. Kambing, sebesar Rp. 13.000,00 

PasaJ 23 

Besamya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat 
penggunaan jasa dengan tarif retribusi. 



Pasal24 

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu 
penyelenggaraan pelayanan rumah potong hewan. 

Pasal25 

Retribusl yang terutang terjadi pada saat penggunaan pelayanan rumah potong hewan 
atau ••J•k dlterbltklln SKRD. 

Baglan keempat 

Ketentuan Rumah Potong Hewan 

Paaal26 

(1) Jenls Penyedlaan fasllltas rumah potong hewan adalah sebagal berikut: 

a. Penyedlaan kandang I tempat perlstlrahatan temak; 

b. Pemeriksaan kesehatan hewan temak I daging; 

c. Pemakalan tempat pemotongan ; · 

(2) Setiap pemotongan hewan yang daglngnya dlodarkan harus dilakukan di RPH, 
dlkecuallkan bagl pemotorigan untuk kepentlngan herl beaar keagamaan, upacara 
adat, dan pemotongan darurat ; 

(3) Pemotongan hewan mengikuti cara penyembelihan yang memenuhi kaidah 
kesehatan masyarakat veterlner dan kesejahteraan hewan serta memperhatlkan 
kaldah agama dan unsur kepercayaan yang dlanut masyarakat ; 

(4) Setiap hewan sebelum dipotong harus diistirahatkan di kandang penarnpungan 
sekurang-kurangnya 12 (dua belas) jam dan harus dllakukan pemeriksaan post 
mortem terhadap bagian-bagian hewan hasil pemotongan ; 

(5) Bangunan RPH harus memlllkl daerah kotor dan daerah bersih yang terpisah 
secara fisik. 

BABVI 

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA 

Baglan Keaatu 

Nama, Objek dan Subjek Retrlbusl 

Pasal27 

Dengan nama Retrlbusl Pelayanan Tempat Rekreasl dan Olahraga dipungut retribusi 
ates pelayanan penyedlaan tempat rekreasl, parlwlsata dan olahraga yang dimllikl 
dan/atau dlkelola oleh pemerintah daerah. 

Pasal28 

(1) Objek Retrlbusl adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang 
disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah . . 

(2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah 
pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olehraga yang disediakan, dimiliki, 
dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta. 



Pasal29 

Subjek retribusi adalah orang pribadl atau badan yang menggunakan/menikmati 
pelayanan tempat rekreasl, pariwlsata dan olahraga dari Pemerintah Daerah. 

Baglan Kedua 

Cara Mengukur Tlngkat Penggu�aan Jasa 

Pasal30 

Tingkat penggunaan Jasa dlhltung berdasarkan Janis dan frekuensl pemanfaatan 
temp1t rekre11I den ol1h r1g1, 

Baglan Ketlga 

Struktur dan Besamya Tarlf Retrlbusl 

Pasal 31 

(1) Struktur dan besamya tarlf retrlbusl dlgolongkan berdaearkan jenls fasilitas, lokasl 
den J1ngk1 wektu pem1k1l1n ; 

(2) Struktur dan besamya tarif retribusl sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 
sebagalmana tercantum dalam Lamplran II Peraturan Daerah lnl dan merupakan 
baglan yang tldak terplsahkan darl Peraturan Daerah ini. 

Pasal32 

Besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perka1ian antara tingkat 
penggunaan Jasa dengan tarlf retrlbusl. 

Pasal33 

Masa retrlbusi adalah Jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu 
pelayanan penyediaan tempat rekreasi dan olahraga. 

Pasal34 

Retribusl yang terutang terjadl pads saat penggunaan pelayanan penyedlaan tempat 
rekreesl dan olahraga atau sejak dlterbltkan SKRD atau dokumen lain yang 
dlpersamakan. 

BAB VII 

RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR 

Baglan Kesatu 
Nama, Objek dan Subjek Retrlbusl 

Pasal35 

Dengan nama retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut retribusi atas pelayanan 
penyediaan tempat khusus parkir oleh Pemerintah Daerah. 

Pasal36 

(1) Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir 
yang disediakan, dimiliki, dan I atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. 



(2) dikecualikan objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan 
tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan /atau dikelola oleh Pemerintah, 
Pemerintah Provins!, BUMN, BUMD, dan pihak swasta. 

Pasal37 . 
Subjek retribusi adalah orang pribadl atau badan yang menggunakan/menikmatl 
pelayanan tempat khu1u1 parklr yang �l1edl1kan/dlaelenggarekan oleh Pemerlntah 
Daerah. 

Bagian Kedua 

Cara Mengukur Tlngkat Penggunaan Jasa 

Pasal38 

Cara mengukur tingkat penggunaan Jass ditetapkan berdasarkan Janis Kendaraan, 
Lok11i tempat Puklr, Frekuenal, faalllt11 den J1ngka w8ktu pelayanan yang dlberlkan. 

Baglan Ketlga 

Struktur dan Besamya Tarlf Retrlbusl 

Pasal39 

(1) Struktur dan besamya tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis kendaraan dan 
Jangka waktu pemakalan fasilltas yang tersedla. 

(2) Struktur dan bersamya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 
sebagaiberikut: 

NO JENIS KENDARAAN BESARTARIF 
RETRIBUSI . (Rp) 

1 2 3 
1. Sepeda 300,- 

2. Sepeda Motor 500,- 

3 .. Mobil penumpang, mobil barang dengan JBB Kurang dari 1.000,- 
3500 Kg (tiga ribu lima ratus kilogram) 

4. Mobil Bus, Mobil Barang dengan JBB lebih dari 3500 Kg 2.000,- 
(tiga ribu lima ratus kilogram) 

(3) Besamya tarif retribusl sebagalmana dlmaksud pada ayat (2) digunakan untuk 
pemanfaatan tempat khusus parklr dengan waktu paling lama 8 Jam. Kelebihan 
jam selanjutnya akan dikenakan tarif retribusi sebesar 10 'lo (sepuluh persen) dari 
tarif retribusi awal. 

Pasa140 

Besarnya Retribusi terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat 
penggunaan jasa dengan tarif retribusi. 



Passi 41 

Masa retribusi tempat khusus parkir adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 
Jangka waktu penggunaan pelayanan tempat khueua parkir. 

Pasal42 
Retribusi tempat khusus parkir yang terutang terjadi pada saat penggunaan pelayanan 
tempat khusus parklr atau aejak dlterbltkan SKRD atau dokumen lain yang 
dlpeJ'lamakan. 

BAB VIII 

PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF 
RETRIBUSI JASA USAHA 

Passi 43 

(1) Prinslp dan sasaran dalam penetapan besarnya tariff Retribusi Jasa Usaha 
dldasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak. 

(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan 
yang diperoleh apablla pelayanan Jase usaha tersebut dllakukan secara efiolen 
den berorlent11I pad• herga pasar. 

BAB IX 

WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI 

Pasal 44 
Retribusl Jasa Usaha dipungut di wilayah Daerah. 

BAB X 

PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA USAHA 

Baglan Pertama 

Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, 
Angsuran dan Penundaan Pembayaran 

Pasal 45 
Retribusl dibayar dengan menggunakan SKRD atau Karcis. 

Pasal 46 

(1) Tempat pembayaran dilakukan di Kas Umum Daerah; 

(2) Deism hal pembayaran dllakukan di tempat lain, penyetoran hasll pembayaran ke 
Kas Umum Daerah dllakukan secara bruto dalam jangka waktu 1 x 24 jam pada 
setiap harl kerja ; 

(3) Setiap pembayaran diberi kuitansi sebagai tanda bukti pembayaran retribusi dan 
dicatat dalam buku penerlmaan. 

Pasal 47 

(1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai atau lunas; 



(2) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberi izin kepada Wajib Retribusi 
untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan 
yang dapat dipertanggung jawabkan ; · 

(3) Tata cara pemberian angsuran atau penundaan pembayaran retribusi lebih lanjut 
dlatur dalam Peraturan Walikota. 

Bagian Kedua 

Penaglhan 

Pasal 48 

(1) Dalam waktu 7 (tujuh) hart kerja setelah tanggal Jatuh tempo pembayaran retribusi 
terutang, Wallkota atau Pej1bat y1ng dltunjuk m1ngaluarkan 1ur1t parlng1tan etau 
surat teguran atau surat lain yang sejenls, sebagal awal tindakan pelaksanaan 
penglhan retribusl yang terutang ; 

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari · kerja setelah tanggal diterimanya surat 
peringatan atau surat teguran atau surat lain yang sejenis Wajib Retribusi harus 
melunasi retribusi yang terutang ; 

(3) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hart kerja retribusi yang terutang 
sebagaimana dlmaksud pada ayat (2) tldak dllunasl, maka retrlbusl yang terutang 
dltaglh dengan Surat Taglhan Retrtbusl Daerah (STRD) ; 

(4) Surat teguran atau surat tagihan atau surat lain yang sejenls sebagalmana 
dimaksud pads ayat (3) dlkeluarkan oleh Wallkota atau Pejabat yang dttunjuk ; 

(5) Hasil penagihan retribusi yang terutang disetor secara brute ke Kas Daerah dalam 
Jangka waktu 1 x 24 jam pada setiap hari kerja. 

Bagian Ketiga 

, Sanksi Administrasi 

Pasal 49 
(1) Dalam hal Wajib Retribusl tertentu tidak memba.yar tepat pada waktunya atau 

kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua 
persen) setlap bulan dart Retrtbusl yang terutang yang tidak atau kurang dibayar 
dan ditaglh dengan menggunakan STRD. 

(2) Penaglhan Retrtbusl terutang sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) didahului 
dengan Surat T.eguran. 

Bagian Keempat 

Tata Cara Pemungutan 

Pasa150 

(1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan. 
(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang 

dipersamakan. 
(3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat 

berupa karcis, kupon, dan kartu langganan. 



(4) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau 
kurang membayar, dikenakan sanksi adrnlnlstratif. 

(5) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didahului 
dengan Surat Teguran. 

(6) Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pelayanan diberikan. 

(7) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan 
Walikota. 

Bagian Kelima 

Keberatan 

Pasal51 

(1) Wajib Retribusl dapat mengajukan keberatan hanya kepada Wallkota atau 
PeJabat yang dltunjuk ata, SKRD atau dokumen lain yang dlper9amakan. 

(2) Keberatan dlajukan secara tertulls dalam Bahasa Indonesia dengan disertai 
alasan-alasan yang jelas. 

(3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan alas ketetapan Retribusi, Wajib 
Retribusi harus dapat membuktikan ketldak-benaran ketetapan Retribusi tersebut. 

(4) Keberatan harus dlajukan dalam Jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak 
tanggal SKRD atau dokumen lain yang dlperaamakan, kecuall apablla Wajib 
Retrlbusl tertentu dapat menunjukkah bahwa Jangka waktu itu tidak dapat 
dlpenuhl karena keadaan dlluar kekuasaannya. 

(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak 
dlpertlmbangkan. 

(6) Pengajuan keberatan tldak menunda kewajiban membayar Retribusi dan 
pelaksanaan penagihan Retribusi. 

Pasal52 

(1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat 
Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan. 

(2) Keputusan Walikota alas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau 
sebaglan, menolak, atau menambah besamya Retribusl yang terutang. 

(3) Apablla jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan 
Wallkota tldak memberlkan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut 
dlanggap dikabulkan. 

Pasal 53 

(1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan 
pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% 
(dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan. 

(2) lmbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan 
pelunasan sampai dengan diterbttkannya SKRDLB. 



BABXI 

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN 

Pasal 54 

(1) Atas kelebihan pembayaran Retrlbusl, Wajlb Retrlbu'si dapat mengajukan 
permohonan pengemballan kepada Wallkota. 

(2) Walikota dalam jangka waktu 6 (enam} bulan sejak diterimanya permohonan 
kelebihan pembayaran Ratrlbual aebagalmana dlmakaud pada ayat (1 }, harus 
memberlkan keputusan. 

(3) Apablla jangka waktu sebagaimana dlmaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan 
Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengemballan 
keleblhan pembayaran Retribusl dlanggap dikabulkan dan SKRDLB harus 
dlterbltkan dalam Jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan. 

(4) Jlka Wajib Retrlbusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran 
Retribusi sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) langsung diperhltungkan untuk 
melunasl terleblh dahulu utang Retribusl tersebut. 

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dilakukan dalam Jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak dlterbitkannya 
SKRDLB. 

(6) Apablla pengemballan keleblhan pembayaran Retribusl dilakukan setelah lewat 
Jangka waktu 2 (dua) bulan, Wallkota memberlken lmbalan bunga sebesar 2% 
(dua persen} sebulan ates keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran 
Retribusl. 

(7) Tata Cara pengembalian keleblhan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud 
pad a ayat (1 )' ditetapkan dengari Peraturan Walikota. 

BAB XII 

PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI 

Pasal 55 

(1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusl. 

(2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retrlbusl sebagalmana dimaksud pada 
ayat (1) dapat diberlkan kepada Wajib Retribusl. 

(3) Tata care pemberian pengurangan, kerlnganan dan pembebaaan Retrlbusl 
aebagalmana dlmaksud pads ayat (1) dltatapkan leblh lanjut dengan Peraturan 
Walikota. 

BAB XIII 

KADALUWARSA PENAGIHAN 

Pasal56 

(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kadaluwarsa setelah 
melampaui Jangka waktu 3 (tiga} tahun terhltung sejak saat terutangnya Retribusi, 
kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pldana di bidang Retribusi. 



(2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tertangguh jika: 
a. diterbitkan Surat Teguran; atau 
b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun 

tidak langsung. 
(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 

a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran 
tersebut. 

(4) Pengakuan utang Retribusl secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf b adalah Wajib Retribusl dengan kesadarannya menyatakan masih 
mempunyai utang Retribusl dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah. 

(5) Pengakuan utang Retribusi secara tldak langsung sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf .b dapat dlketahul dar\ pengajuan permohonan angsuran atau 
penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi. 

BAB XIV 
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA 

Pasal 57 
(1) Piutang Retribusl yang tidak mungkln dltaglh lagi karena hak untuk melakukan 

penaglhan audah kadaluwaraa dapat dlhapuakan. 
(2) Wallkota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang 

sudah kadaluwarsa sebagalmana dimaksud pada ayat (1). 
(3) Tata Cara penghapusan plutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan 

Peraturan Walikota. 

BAB XV 
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN 

Pasal 58 
Pengawaaan dan pengendallan terhadap pelakaanaan ketentuan dalam Peraturan 
Daerah lnl secara teknls dan operaslonal ditetapkan dengan Peraturan Walikota. 

BAB XVI 
PENYIDIKAN 

Pasal 59 
(1) Pejabat Pegawal Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi 

wewenang khuaus sebagal penyldlk untuk melakukan Penyldlkan tlndak pldana di 
bldang Retribusl sebagalmana dlmaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara 
Pidana. 

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: 
a. menerlma, mencari, mengumpulkan dan menelitl keterangan atau laporan 

berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau 
laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; 

b. menelltl, mencarl dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadl atau 
Sadan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan 
tindak pidana Retribusi tersebut; 

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Sadan 
sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi; 



d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana 
di bidang Retribusi; · 

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, 
pencatatan dan dokumen-<lokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap 
bahan bukti tersebut; 

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas Penyidikan 
tlndak pidana di bidang Retribusl; 

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau 
tempat pads aaat Pemerlkaaan 1edang barlang1ung dan mamarlk1a ldantltaa 
orang, banda dan/atau dokumen yang dlbawa sebagalmana dimaksud pada 
huruf e; 

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi; 
I. memanggll orang untuk dldengar keterangannya dan diperiksa sebagal 

tersangka atau aaksl; 
j. menghentikan penyidikan; dan/atau· 

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran Penyidikan tindak pidana 
di bidang perpajakan daarah dan Retrlbual 1e1u1I dangan katantuan paraturan 
parundang-undangan. 

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya 
penyidikan dan menyampalkan hasll panyldlkannya kepada Penuntut Umum, 
sasual dengan ketentuan yang dlatur dalam Undang-Undang Hukum Acara 
Pidana. 

BAB XVII 

SANKSI ADMINISTRATIF DAN KETENTUAN Pl DANA 

Pasal 60 
(1) Wajib Retrlbusl yang tldak melaksanakan kawajibannya sehlngga meruglkan 

keuangan Daerah dlancam pldana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda 
paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang 
dibayar. 

(2) Pidana Kurungan atau denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan 
merupakan penghapusan atau pengurangan retrlbusl terutang beserta sanksl 
admlnlstrat� besamya bunga sebesar 2% (dua persen) tiap bulannya yang belum 
dibayar oleh wajib retribusi. 

(3) Tlndak pldana yang dlmaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. 
(4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Daerah. 

BAB XVIII 

INSENTIF 

Pasal 61 
(1) lnstansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas 

dasar pencapaian kinerja tertentu ; 

(2) Pemberian lnsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentit sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) diatur dengan Peraturan Walikota. 



BAB XIX 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 62 

Dengan berlakunya Peraluran Daerah ini, maka: 
a. Peraluran Daerah Kola Mojokerto Nomor 7 Tahun 1999 Tenlang Relrlbusi 

Terminal sebagalmana lelah dlubah dengan Peraturan Oaerah Kola Mojokerto 
Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua Peraluran Daerah Kota 
Mojokerto Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Retribusl Terminal; 

b. Peraluran Dasrah Kola Mojokerto Nomor 7 Tahun 2002 tentang tenlang Retribusi 
Rumah Potong Hewan; 

c. Peraturan Daerah Kola Mojokerto Nomor 9 Tahun 2002 tenlang Relribusi 
Pemakalan Kekayaan Daerah sebagalmana lelah dlubah dengan Peraturan 
Daerah Kola Mojokerto Nomor 13 Tahun 2005 lenlang Perubahan Peraturan 
Oaerah Kola Mojokerto Nomor 9 Tahun 2002 lentang Retribusl Pemakaian 
Kekayaan Daerah: 

d. Peraturan Daerah Kola Mojokerto Nomor 8 Tahun 2002 tentanq Retribusi Tempat 
Rekreasl dan Olah Raga sebagalmana telah dlubah dengan Peraturan Daerah 
Kola Mojokerto Nomor 2 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota 
Mojokerto Nomor 8 Tahun 2002 lenlang Relribusl Tempal Rekreasi dan Olah 
Raga, 

dlcabut dan dlnyalakan tldak berlaku. 

Pasal 63 
Hal-hal yang belum cukup dialur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai 
pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota. 

Pasal64 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agu oetiap orang mengetahuinya, memerlntahken pengundangan Peraturan Daerah 
Jnl dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kola Mojokerto. 

Ditetapkan di Mojokerto 
pada langgai 23 Desember 2011 

WALIKOTA MOJOKERTO 

ltd. 

Diundangkan di Mojokerto 
pada lan.99.al 23 Desember 2011 ABDUL GANI SOEHARTONO 
SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO 

ltd. 

Ir, SUYITNO, M.Si. 
Pembina Utama Madya 

NIP. 195801011985031031 
LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2011 NOMOR 2/C 



Salfnan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 

PUDJI HARDJONOj SH 
NIP. 1960072919850 1 007 
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